
 
 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG 

MORATORIUM IZIN LINGKUNGAN USAHA PERTAMBANGAN 
DI KABUPATEN SUKOHARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : 

 

a. bahwa berdasarkan evaluasi dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sukoharjo setelah pelaksanaan moratorium 

izin lingkungan usaha pertambangan, terdapat satu 
wilayah pertambangan di Kabupaten Sukoharjo yang 

kondisi lingkungan hidupnya setelah reklamasi dan 
pascatambang terpelihara dengan cukup baik, sehingga 
wilayah pertambangan tersebut memungkinkan untuk 

dibuka kembali sebagai lokasi kegiatan usaha 

pertambangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung 

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo 
yang memerlukan bahan hasil tambang dari kegiatan 
usaha pertambangan dengan tetap mempertimbangkan 

kondisi daya dukung lingkungan dan konservasi 
sumber daya alam di Kabupaten Sukoharjo, maka 

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2020 
tentang Moratorium Izin Lingkungan Usaha 

Pertambangan Di Kabupaten Sukoharjo perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Moratorium Izin Lingkungan Usaha 

Pertambangan di Kabupaten Sukoharjo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

 

SALINAN 



2 

 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E 
Nomor 2); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan 

Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan  Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 
2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 207); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MORATORIUM IZIN 
LINGKUNGAN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN 
SUKOHARJO. 

    

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Moratorium adalah penangguhan atau melakukan 

penundaan. 

5. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk 
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

6. Moratorium Izin Lingkungan adalah penangguhan atau 

melakukan penundaan izin lingkungan. 

7. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang 
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak 

penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan 
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan. 

8. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 
pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat 

UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap 
usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting 
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan. 

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat 

SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas 
dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di 
luar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL. 
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10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan 

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan 
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan  
pascatambang. 

11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka 

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan 
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 
pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. 

 
BAB II 

MORATORIUM IZIN LINGKUNGAN USAHA PERTAMBANGAN 

 

Pasal 2 

(1) Bupati melakukan moratorium izin lingkungan usaha 

pertambangan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

(2) Moratorium izin lingkungan usaha pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan,  untuk 

kegiatan usaha pertambangan yang berada di wilayah 
Kecamatan Bendosari. 

(3) Moratorium izin lingkungan usaha pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2030. 

 
Pasal 3 

Dengan adanya moratorium izin lingkungan usaha 
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
maka: 

a. pemberian surat keterangan kesesuaian tata ruang untuk 

usaha pertambangan ditangguhkan; 

b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL ditangguhkan; 
dan/atau 

c. verifikasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan (SPPL) ditangguhkan. 

 

Pasal 4 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 yaitu untuk: 

a. pemberian surat keterangan kesesuaian tata ruang bagi 
kegiatan usaha pertambangan yang lokasi usahanya berada 

dalam wilayah Kecamatan Bendosari; 
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b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL bagi kegiatan 

usaha pertambangan yang lokasi usahanya berada dalam 
wilayah Kecamatan Bendosari; dan/atau 

c. verifikasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (SPPL) bagi kegiatan usaha 

pertambangan yang lokasi usahanya berada dalam wilayah 
Kecamatan Bendosari. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Moratorium Izin 
Lingkungan Usaha Pertambangan Di Kabupaten 

Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2020 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 12 Januari 2021 
BUPATI SUKOHARJO, 

 
             ttd. 

 
 WARDOYO WIJAYA 
 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 

 
 

 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 12 Januari 20211  
 
     Pj. SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

                     ttd.  

 
           BUDI SANTOSO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN  2021 NOMOR 2 

 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
BUDI SUSETYO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19730705 199203 1 004 

 

 


